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Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata
secara keseluruhan dan merupakan bagian dari  hukum
kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang
lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan
mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang
selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian
seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan
kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal
dunia tersebut. Dalam hukum waris telah ditentukan siapa-siapa
yang menjadi ahli waris, dan siapa-siapa yang berhak mendapatkan
bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-
masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta diatur pula
berbagai hal yang berhubungan dengan soal
pembagian harta warisan. Hukum mawaris adalah hukum yang
mengatur tentang perpindahan harta benda dan hak-hak kebendaan
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dari individu yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya
sesuai syariat Islam.

PENDAHULUAN

Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan
sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia
meninggal dunia (Pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang
lain (Ahli Waris). Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam KUH
Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata.
Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal
utama dalam proses pewarisan. Hukum waris merupakan salah satu unsur dari hukum
perdata secara menyeluruh dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan.
Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sejak
dahulu hingga sekarang, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum
yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul selanjutnya dengan terjadinya
peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan
dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia
tersebut.

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, keduanya saling
berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Hak dan kewajiban juga erat
hubungannya dalam kehidupan manusia dimana manusia menjalani kewajiban dan
mendapatkan hak yang dapat mereka nikmati dikehidupan sehari hari. hal ini memiliki
hubungan sebab-akibat, Hak akan timbul jika seseorang telah memenuhi kewajibannya.
Hak didapatkan sejak lahir sampai mati, seperti contoh, ada sebuah keluarga memiliki
empat orang anak dan masing masing anak memiliki hak dan kewajiban nya, hak anak
adalah mendapatkan pengertian, perlindungan, dan kasih sayang dari orang tua nya, dan
kewajiban nya adalah berbakti kepada kedua orang tua nya. Hukum mawaris telah
mengatur hak hak ahli waris yaitu hak penerima warisan, ha katas pembagian warisan,
hak untuk menerima wasiat, hak atas harta peninggalan.

Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang wajib dan harus
dilakukan oleh individu atau kelompok sesuai dengan norma, aturan, atau hukum yang
telah di tetapkan. Kewajiban setiap orang dapat berbeda beda, tergantung pada letak
posisinya. Contoh kasusnya yaitu, pak nurdin meninggal dunia tanpa meninggalkan
wasiat. la memiliki seorang istri, 2 anak laki-laki, dan seorang anak perempuan. Setelah
kematian pak nurdin, keluarganya memutuskan untuk membagi harta warisan yang
ditinggalkannya. Berdasarkan hukum Islam kewajiban ahli waris yaitu untuk menghitung
dan membagikan warisan dengan adil serta jika pewaris memiliki hutang maka ahli waris
wajib untuk melunasi hutang tersebut sebelum dibagikan. Ahli waris yang menerima
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harta warisan berkewajiban membagi harta warisan secara adil sesuai hukum Islam, dan
berkewajiban menjaga dan merawat harta warisan yang telah di wariskan kepadanya.
Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya kitab undang-undang hukum perdata
(KUHper), tidak secara eksplisit mengatur tata cara pembagian waris menurut hukum
Islam. KUHPerdata lebih fokus pada sistem waris berdasarkan hukum adat atau sistem
waris yang berlaku umum di Indonesia, yang sering kali mencerminkan tradisi
masyarakat Indonesia non Islam. Namun, Indonesia memiliki undang-undang no.1 tahun
1974 tentang perkawinan yang memberikan pengakuan terhadap kewajiban pembagian
warisan menurut hukum Islam bagi umat Islam. Menurut hukum perdata, ahli waris
meimiliki hak dan kewajiban, diantara hak hak dan kewajibannya yaitu adalah ahli waris
berhak mendapatkan harta warisan, termasuk utang dan piutangnya. Kemudian
kewajiban ahli waris yaitu memelihara keutuhan harta warisan sebelum dibagi, mencari
cara pembagian harta warisan yang sesuai dengan ketentuan, melaksanakan wasiat dari
pewaris, merundingkan sistem pembagian harta warisan dan melunasi hutang-hutang dari
pewaris, kecuali jika ahli waris menolak warisan secara tegas di kepaniteraan pengadilan
negri.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata hanya menyebutkan bahwa
pewarisan hanya berlangsung karena kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 830
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain, sebuah kekayaan peninggalan
hanya bisa dilakukan pembagian untuk ahli waris sewaktu si pewaris dinyatakan wafat.
Hukum waris dalam persepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mendapat
bagian atau hak dari harta kekayaan si pewaris itu adalah seseorang yang masih hidup
ketika harta warisan itu dibagikan, hal ini tertuang pada pasal 836 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Dalam hukum waris menurut BW. Berlaku suatu asas bahwa “apabila
seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih
kepada sekalian ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban tersebut sepanjang termasuk
dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai
dengan uang. Sebagaimana tertera dalam pasal 830 KUHPerdata yaitu, pewarisan hanya
berlangsung karena kematian. Maksudnya, bahwa jika seorang meninggal dunia, maka
seluruh hak dan kewajibannya beralih/berpindah kepada ahli warisnnya. Selanjutnya
tercantum dalam pasal 833 KUHPerdata yaitu, ahli waris dengan sendirinya karena
hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang
meninggal.

Pembagian waris menurut hukum Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHTI) yang berisi aturan aturan mengenai hukum perdata bagi umat Islam di Indonesia,
termasuk tata cara pembagian harta warisan berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam
hukum Islam. Menurut pasal 830 KUHperdata dikatakan bahwa pewarisan hanya terjadi
atau berlangsung dengan adanya kematian. Kematian seseorang dalam hal ini adalah
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orang yang memiliki ikatan darah atau pernikahan dan ikatan-ikatan lainnya seperti anak
angkat, dan juga kematian dalam hal ini orang yang meninggal dengan meninggalkan
harta kekayaan berupa unsur yang mutlak untuk adanya pewarisan, karna dengan adanya
kematian seseorang maka dapat dimulai pembagian harta waris. Demi tercapainya azaz
ke adilan dalam pembagian harta waris maka hak dan kewajiban ahli waris yang terkait
didalam mauruts tirkah haruslah di sesuaikan dengan ilmu faraidnya. Berdasarkan
grendtour dan grendteori maka peneliti menemukan masalah dalam hak dan kewajiban
hukum waris berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata dan pertanggung jawaban
sebagai ahli waris menurut kuhp. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas maka
peniliti mengambil tema: Hak Dan Kewajiban Ahli Waris dalam Hukum Islam dan
Hukum Perdata.

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang, dapat di rumuskan beberapa masalah
yang akan di jabarkan pada bab selanjutnya: 1) Bagaimana hak dan kewajiban sebagai
ahli waris dalam hukum Islam dan hukum perdata, 2) Apa kendala dalam perolehan hak
dan kewajiban ahli waris dalam hukum Islam dan hukum perdata, 3) Analisis hak dan
kewajiban ahli waris dalam perspektif hukum perdata.

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan yang melandasi penelitian ini
yaitu: 1) Mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris
terhadap harta warisan yang akan dibagikan menurut hukum Islam dan perdata, 2)
Mengetahui kendala ataupun penghalang hak dan kewajiban dalam hukum Islam dan
perdata, 3) Mengetahui Analisis hak dan kewajiban hukum waris dalam perspektif
hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diawali dengan merumuskan masalah hingga sampai kepada
kesimpulan yang dilakukan. Berdasarkan judul penelitian yaitu Hak Dan Kewajiban
Dalam Hukum Mawaris dalam Perspektif Hukum Islam dan Perdata. Dalam Menyusun
jurnal ini penulis terlebih dahulu melakukan penilitian ini untuk mendapatkan informasi
atau data yang lengkap untuk mencari tujuan penulisan.

Untuk mendapatkan informasi atau data yang lengkap penulis menggunakan
metode penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis data sekunder yang
meliputi bahan hukum peraturan perundangan jurnal, arrtikel, buku, dan lain sebagainya.
Data ini diolah dan di analisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Warisan yang Akan Dibagi Menurut
Hukum Islam dan Perdata

a. Kewajiban ahli waris terhadap harta warisan yang akan dibagi menurut hukun Islam
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kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan
dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia
meninggal dunia kepada ahli warisnya. Didalam hukum Islam pembagian harta
warisan tidak hanya sekedar menyalurkan harta warisan kepada ahli waris. Ahli
waris wajib untuk melunasi hutang-hutang pewaris, membayar biaya perawatan jika
pewaris sakit, pembayar biaya pengurusan jenazah, dan membayar zakat. Masing-
masing ahli waris harus membayar hutang tersebut sebelum harta warisan diterima.
Didalam hukum Islam pembagian harta warisan sudah dijelaskan didalam alquran
surah an-nisa ayat 12 (4) yang berbunyi:

) bo (R s 50 48 35 (a (I8 75 Gl 0% B i85 5 it 15
Qiﬂ‘u@ﬂﬂjéiu‘su‘ﬁ ﬁjeﬁu&'éu‘eﬁf\iﬂ 350 Gl 02 3 g Ghm i Ry 2
OKB AT 51 2145803 5‘455‘—0}'&)&5&3 wﬂj‘@uﬂymjwwﬁs)ﬂw
UJJJ‘LQA@AJJMJJML),Q&_\M‘@;SJM?@J]J“JJS‘ 13K GBS i) Wagia aal 5
VY s le d 5t Ga Beas® s i
Artinya:” Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika
mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat
dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat
atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat
harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu
mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang
kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah
dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara
perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu
seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang,
maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah
(dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya
dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris)

Berdasarkan surat An Nisa ayat 12 diatas, Allah SWT menerangkan bahwa
jika seseorang wafat baik itu lelaki atau perempuan dalam keadaan yang tidak
meninggalkan ayah dan anak, tetapi memiliki saudara laki-laki seibu atau saudara
perempuan seibu maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudaranya itu
mendapat bagian seperenam dari harta yang ditinggalkan. Namun, jika saudara-
saudara seibu itu lebih dari satu orang maka mereka mendapat bagian secara
bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu tanpa ada perbedaan antara laki-laki
dan perempuan. "Pembagian waris ini baru boleh dilakukan setelah dipenuhi wasiat
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yang dibuatnya sebelum meninggal atau setelah dibayar utangnya apabila hutang
yang belum dilunasi.” tulis Tafsir Kemenag RI pada surat An Nisa ayat 12.

b. Kewajiban ahli waris terhadap harta warisan yang akan dibagi menurut hukum
perdata

Berdasarkan hukum perdata kewajiban yang harus dipenuhi ahli waris sebelum
menerima harta warisan adalah sebagai berikut:

1. menjaga kemurnian harta warisan sebelum harta tersebut dibagikan.

2. membagikan harta warisan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hokum
perdata.

3. melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang.

4. melaksanakan wasiat jika ada.

Pembagian harta warisan menurut KUH Perdata hanya dapat terjadi
karena kematian. Diterangkan Wahyono Darmabrata (dalam Nugroho, 2017:68),
pembagian harta waris menurut hukum perdata dapat dilakukan dengan dua cara,
antara lain:

e Menurut ketentuan undang-undang atau ab-intestato yang mana ahli waris telah
diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan karena
adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan orang yang
meninggal.

e Menurut testament atau wasiat yang mana ahli waris ditunjuk atau ditetapkan
dalam surat wasiat yang ditinggalkan.

Kendala atau Penghalang dalam perolehan Hak dan Kewajiban Ahli Waris dalam
Hukum Islam dan Perdata.

a. Kendala atau penghalang dalam perolehan hak dan kewajiban ahli wris menurut
hukum Islam

Para fugaha menyepakati tiga penghalang warisan. Yakni bu- dak, membunuh,
perbedaan agama. Mereka berbeda pendapat ten- tang penghalang-penghalang yang
lain. Imam Hanafi menyebutkan empat penghalang warisan yang populer. Yakni
budak, membunuh, perbedaan agama, perbedaan negara. Dua penyebab pertama
menghalangi penyandangnya dari mewarisi yang lain. Sedangkan dua penyebab
terakhir menghalangi waris mewaris dari dua arah. Imam al-Qaduri (ulama figih
waris) mengatakan ada empat orang yang tidak bisa mewarisi: yakni budak belian,
orang yang membunuh terhadap yang dibunuh, orang murtad, orang yang beda
agama. Demikian juga orang yang beda negara (Darul Islam-Daarul harb). Dua
penghalang itu adalah:

1) Ketidaktahuan tanggal kematian orang-orang yang mati, seperti orang-orang
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2)

3)

4)

yang tenggelam, orang yang terbakar, orang yang keruntuhan, orang-orang yang
terbunuh dalam waktu yang sama. Sebab di antara syarat-syarat warisan di atas
adalah orang yang mewarisi dalam keadaan hidup Kketika orang yang
mewariskan meninggal. Di sini tidak ada, karena tidak diketahui syarat itu
terwujud. Sementara pewarisan tidak bisa terjadi dengan keraguan.
Ketidaktahuan orang yang mewarisi. Ini ada dalam lima perkara atau lebih. Di
antaranya: Seorang perempuan yang menyusui anak kecil bersama dengan
anaknya sendiri. Kemudian perempuan itu meninggal. Sementara tidak
diketahui yang mana anaknya. Artinya tidak diketahui mana anak perempuan
itu. Oleh karena itu, salah seorang dari keduanya tidak bisa mewarisi perempuan
itu. Seorang muslim dan seorang kafir menyewa orang yang me- nyusui untuk
dua anak mereka. Dua orang anak itu menjadi besar bersama perempuan
menyusui itu. Sementara tidak di ketahui mana anak orang muslim dan mana
anak orang kafir. Oleh karena itu, dua anak itu muslim dan tidak bisa mewarisi
kedua orang tuanya. Kecuali jika keduanya bekerja sama, maka keduanya
berhak mendapatkan warisan. Ketidaktahuan orang yang mewarisi adalah
penghalang yang lain lagi. Sebab ketidaktahuan itu seperti dia mati secara hukmi
sebagaimana dalam masalah orang yang hilang. Sebagian Imam Hanafi
menambahi penghalang ketujuh yaitu kenabian. Karena hadis sa- hih Bukhari-
Muslim,

B M L G5 Y el Halea (RS

Artinya "Kami para nabi tidak mewariskan. Apa yang kami tinggalkan adalah
sedekah.”
Mewarisi. Imam Malik menyebutkan sepuluh penghalang warisan, yaitu: Setiap
orang mewarisi dan diwarisi kecuali para nabi, mereka mewarisi tapi tidak
diwarisi. Sejatinya, kenabian bukan termasuk penghalang. Sebab kenabian
adalah makna yang ada pada orang yang mewariskan.
Perbedaan agama, oleh karena itu, orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim
berdasarkan ijma’ ulama. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir menurut
mayoritas ulama. Orang kafir tidak bisa mewarisi orang kafir yang lain jika
agama mereka tidak sama. Ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Imam
Syafi'i. Jika orang kafir masuk Islam setelah kematian orang yang mewariskan
yang muslim maka dia tidak bisa me- warisi. Orang murtad dalam hal pewarisan
adalah seperti orang kafir asli, berbeda dengan Abu Hanifah, orang muslim
menurutnya tidak mewarisi orang murtad. Adapun orang zin- dig maka ahli
warisnya yang muslim mewarisi jika dia me- nunjukkan kelslaman.
Budak. Budak dan semua cabangnya seperti budak Mukatab, budak Mudabbar,
Ummul Walad, budak sebagian, budak yang merdeka untuk tempo tertentu tidak
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5)

mewarisi dan tidak diwarisi. Pewarisannya adalah hak orang yang memiliki
(tuannya).

Pembunuhan sengaja. Barang siapa yang membunuh muwarris- nya dengan
sengaja maka dia tidak bisa mewarisi harta ataupun diyat-nya. Dia juga tidak
bisa menghijab (menghalangi) pewaris lain. Jika dia membunuh muwarrisnya
tidak sengaja maka dia bisa mewarisi hartanya bukan diyatnya, dan dia bisa
menghijab (menghalangi) pewaris yang lain.

b. Kendala atau Penghalang Dalam Perolehan Hak Dan Kewajiban Ahli Waris menurut
Hukum Perdata

Dalam Pasal 838 KUHPerdata menyebutkan bahwa ada enam penghalang yang

menyebabkan ahli waris tidak dapat dibagikan kepada ahli waris;

1)
2)

3)

4)
5)

6)

Ahli waris karena putusan hakim dihukum karena mencoba membunuh pewaris,
Ahli waris kerena putusan hakim dihukum karena memfitnah pewaris
melakukan kejahatan,

Ahli waris yang dengan kekerasan menghalangi pewaris untuk membuat wasiat,
dan

Ahli waris yang memusnahkan surat wasiat.

Pembunuhan Pewaris

Salah satu faktor utama yang menyebabkan hak waris hilang adalah jika seorang
ahli waris terbukti melakukan pembunuhan terhadap pewaris. Dalam hukum
Indonesia, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata) Pasal 838 yang menyatakan bahwa ahli waris yang melakukan
pembunuhan terhadap pewaris secara sengaja akan kehilangan haknya atas
warisan.

Penipuan atau Pemalsuan Surat Wasiat

Selain pembunuhan, tindakan penipuan atau pemalsuan surat wasiat juga bisa
menyebabkan gugurnya hak waris seseorang. Jika seorang ahli waris terlibat
dalam manipulasi atau pemalsuan dokumen pewarisan, maka haknya untuk
menerima warisan bisa dicabut. Dalam hukum, penipuan atau pemalsuan adalah
tindakan ilegal yang tidak hanya bisa menghilangkan hak waris, tetapi juga bisa
dikenakan sanksi pidana. Jadi, jika kamu adalah ahli waris, pastikan semua
proses pewarisan dilakukan dengan jujur dan transparan.

Analisis Hak Dan Kewajiban Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata

Kali ini penulis meneliti bagaimana menganalisis hak dan kewajiban ahli waris
yang telah meninggal dunia Peneliti menganalisis bahwa hak dan kewajiban ahli waris
dalam hukum perdata merujuk pada Pasal 830 KUHPerdata menentukan, pewarisan
hanya berlangsung karena kematian. Artinya, harta peninggalan baru dapat dibagikan
setelah pewaris meninggal dunia. Selain itu, KUHPer juga mengatur beberapa hal terkait
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hak dan kewajiban ahli waris, yaitu: Ahli waris harus memenuhi beberapa syarat, seperti:

a. Ada orang yang meninggal dunia

b. Ahli waris ada saat pewaris meninggal dunia

c. Ahli waris cakap dan berhak menjadi ahli waris

d. Ahliwaris berhak mendapatkan harta warisan sesuai bagiannya masing-masing. Ahli
waris memiliki tanggung jawab terhadap harta warisan pewaris, seperti:

e Memelihara keutuhan harta peninggalan

e Mencari cara pembagian sesuai ketentuan

e Melunasi utang-utang pewaris

e Melaksanakan wasiat

Ada beberapa orang yang tidak patut menjadi ahli waris, seperti:

e Orang yang telah terbukti bersalah dan dihukum karena membunuh atau mencoba
membunuh pewaris

e Orang yang menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan surat wasiat
e Orang yang telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia.
Sementara itu hak dan kewajiban ahli waris dalam hukum perdata ialah:

Ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan, termasuk utang dan
piutangnya. Namun, ahli waris juga memiliki kewajiban untuk membayar utang pewaris,
kecuali jika ahli waris menolak warisan. Berikut adalah hak dan kewajiban ahli waris
dalam hukum perdata Hak Ahli waris berhak mendapatkan harta warisan, termasuk utang
dan piutangnya. Kewajiban Ahli waris wajib membayar utang pewaris, kecuali jika ahli
waris menolak warisan.

Tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris tergantung pada sikap ahli waris
terhadap warisan. Tanggung jawab lain Ahli waris juga bertanggung jawab untuk
memelihara keutuhan harta peninggalan, mencari cara pembagian sesuai ketentuan, dan
melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan wasiat.

Sementara Ahli Waris yang memenuhi syarat untuk mewaris menurut hukum
perdata ialah:

1) Ahli waris harus patut mewaris atau onwaardig;
2) Ahli waris tidak menolak waris;
3) Mempunyai hak atas harta peninggalan si pewaris karena:

e Mempunyai hubungan darah
e Karena wasiat

4) Harus sudah ada dan hidup ketika si pewaris meninggal dunia
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Dengan tetap memperhatikan ketentuan. Ahli Waris yang tidak patut mewaris
menurut hukum perdata ialah:

e Ahli waris yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba
membunuh pewaris

e Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah
mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah
melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun
lamanya atau hukuman yang lebih berat

Mereka yang dengan kekerasan atau dengan perbuatan telah mencegah si yang
meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan
dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal
dunia kepada ahli warisnya. Didalam hukum Islam pembagian harta warisan tidak hanya
sekedar menyalurkan harta warisan kepada ahli waris. Ahli waris wajib untuk melunasi
hutang-hutang pewaris, membayar biaya perawatan jika pewaris sakit, pembayar biaya
pengurusan jenazah, dan membayar zakat. Masing-masing ahli waris harus membayar
hutang tersebut sebelum harta warisan diterima. Berdasarkan hukum perdata kewajiban
yang harus dipenuhi ahli waris sebelum menerima harta warisan ialah: menjaga
kemurnian harta warisan sebelum harta tersebut dibagikan, membagikan harta warisan
secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum perdata, melunasi hutang pewaris jika
pewaris meninggalkan hutang, melaksanakan wasiat jika ada. Kendala atau Penghalang
dalam perolehan Hak dan Kewajiban Ahli Waris dalam Hukum Islam dan Perdata ialah :
Perbedaan agama, oleh karena itu, orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim
berdasarkan ijma’ ulama. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir menurut
mayoritas ulama. Orang kafir tidak bisa mewarisi orang kafir yang lain jika agama
mereka tidak sama. Jika orang kafir masuk Islam setelah kematian orang yang
mewariskan yang muslim maka dia tidak bisa mewarisi. Budak tidak dapat mewarisi dan
tidak diwarisi. Pewarisannya adalah hak orang yang memiliki (tuannya). Pembunuhan
sengaja. Barang siapa yang membunuh muwarris- nya dengan sengaja maka dia tidak
bisa mewarisi harta ataupun diyat-nya. Dia juga tidak bisa menghijab (menghalangi)
pewaris lain. Jika dia membunuh muwarrisnya tidak sengaja maka dia bisa mewarisi
hartanya bukan diyatnya, dan dia bisa menghijab (menghalangi) pewaris yang lain.
Dalam Pasal 838 KUHPerdata menyebutkan bahwa ada enam penghalang yang
menyebabkan ahli waris tidak dapat dibagikan kepada ahli waris yaitu: Ahli waris karena
putusan hakim dihukum karena mencoba membunuh pewaris, Ahli waris kerena putusan
hakim dihukum karena memfitnah pewaris melakukan kejahatan, Ahli waris yang dengan

1225



AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi, Volume 1 No. 12, Desember 2024, 1216 - 1227

kekerasan menghalangi pewaris untuk membuat wasiat, Ahli waris yang memusnahkan
surat wasiat, Pembunuhan Pewaris, Penipuan atau Pemalsuan Surat Wasiat. KUHPer juga
mengatur beberapa hal terkait hak dan kewajiban ahli waris, yaitu: Ahli waris harus
memenuhi beberapa syarat, seperti Ada orang yang meninggal dunia, Ahli waris ada saat
pewaris meninggal dunia, Ahli waris cakap dan berhak menjadi ahli waris, Ahli waris
berhak mendapatkan harta warisan sesuai bagiannya masing-masing, Ahli waris memiliki
tanggung jawab terhadap harta warisan pewaris yaitu:

Memelihara keutuhan harta peninggalan, Mencari cara pembagian sesuai
ketentuan, Melunasi utang-utang pewaris, Melaksanakan wasiat . Ada beberapa orang
yang tidak patut menjadi ahli waris ialah Orang yang telah terbukti bersalah dan dihukum
karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris, Orang yang menggelapkan,
memusnahkan, atau memalsukan surat wasiat. Orang yang telah terbukti memfitnah
orang yang meninggal dunia. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hak dan
kewajiban ahli waris dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata bahwa hak dan
kewajiban tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan dan saling
melengkapi satu sama lain. Apabila ahli waris yang menerima harta warisan wajib untuk
membagi harta warisan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan berkewajiban
menjaga dan merawat harta warisan yang telah diwariskan kepada nya.
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